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sistematis, terukur, dan berkesinambungan. 

Undang-undang (UU) ini menegaskan pentingnya 

pemantauan dan evaluasi sebagai mekanisme 

untuk menilai efektivitas pelaksanaan program 

serta memberikan umpan balik bagi perbaikan 

perencanaan di periode berikutnya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan juga 

memperkuat ketentuan tersebut dengan 

memberikan pedoman teknis mengenai cara 

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Regulasi 

ini menempatkan pemantauan dan pelaporan 

sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, 

serta alat untuk memastikan penggunaan sumber 

daya pembangunan berjalan efektif, efisien, dan 

akuntabel. Siklus perencanaan pembangunan 

nasional terdiri atas 4 (empat) tahapan utama, 

yaitu: 

1. Penyusunan rencana;  

2. Penetapan rencana; 

3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan 

4. Evaluasi pelaksanaan rencana. 

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintah yang merupakan pembaruan dalam 

tata kelola pembangunan, pengendalian dimaknai 

sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan 

memastikan program dan kegiatan pembangunan 

dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui 

kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja untuk 

menjamin tercapainya tujuan serta sasaran 

pembangunan nasional secara efektif dan 

akuntabel. Buku pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan aksi pembangunan berketahanan iklim 

dalam kerangka perencanaan pembangunan 

nasional memuat:  

1. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan 

Pelaporan Aksi Pembangunan 

Berketahanan Iklim dalam Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Nasional dan  

2. Metodologi penghitungan dampak Aksi 

Pembangunan Berketahanan Iklim dalam 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Nasional.  

Proses penyusunan buku ini dilakukan secara 

kolaboratif melibatkan K/L dan pemangku 

kepentingan terkait. Untuk memastikan keselarasan 

kebijakan, integrasi lintas sektor, serta kesesuaian 

dengan arah pembangunan nasional di lokasi 

prioritas terdampak perubahan iklim, diperlukan 

pemahaman yang sama mengenai konsep dasar 

yang digunakan dalam perumusan kebijakan dan 

intervensi. Secara definisi
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Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No.1 

tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi 

Pembangunan Nasional bahwa pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi pembangunan 

bertujuan memberikan panduan umum bagi 

pemerintah untuk melakukan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

rencana pembangunan yaitu rencana 

pembangunan tahunan dan rencana pembangunan 

jangka menengah. Selain itu, disebutkan juga 

tujuan dalam memperjelas pembagian peran para 

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 

pembangunan. Pemantauan pada dasarnya 

merupakan kegiatan mengamati perkembangan 

pelaksanaan rencana pembangunan untuk melihat 

kesesuaian pelaksanaan perencanaan serta 

mengantisipasi permasalahan guna mengambil 

tindakan sedini mungkin. Proses pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi pembangunan 

terlaksana dalam tiga tahapan yaitu pada fase 

perencanaan, pelaksanaan, dan pasca-

pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam rangka 

mendukung pelaksanaan evaluasi dan 

pengendalian pembangunan yang utuh, dibutuhkan 

proses pemantauan sebagai langkah awal dari 

evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana 

pembangunan adapun kerangka prosesnya dapat 

dilihat pada Gambar  1.

 

Gambar 1.  Peran Para Pihak dalam Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 
 

  
  

Kerangka Koordinasi dan Kelembagaan Pemantauan Evaluasi, dan 
Pelaporan Ketahanan Iklim  
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Dalam melaksanakan evaluasi rencana pembangunan 

dapat dilakukan dengan menggunakan tiga jenis 

evaluasi, yaitu:  

1. Evaluasi pengukuran kinerja, dilakukan untuk 

melihat capaian kinerja program atau 

kegiatan melalui perbandingan antara 

realisasi dengan target yang telah ditetapkan.  

2. Evaluasi proses pelaksanaan rencana 

pembangunan, dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan yang bersifat deskriptif untuk 

menjelaskan situasi pelaksanaan program 

prioritas/kegiatan prioritas.  

3. Evaluasi kebijakan/program strategis, 

dilakukan untuk menunjukkan klarifikasi 

hubungan sebab-akibat kegagalan atau 

keberhasilan rencana.  

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi, dibutuhkan pembagian 

peran yang jelas di antara para pihak yang terlibat. 

Lebih lanjut, Kementerian PPN/Bappenas akan 

melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan 

evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan 

pada tingkat nasional. Pembagian peran dalam proses 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan aksi 

Pembangunan Berketahanan Iklim bertujuan untuk 

memastikan pelaksanaan aksi berjalan terkoordinasi, 

efektif, dan akuntabel. Melalui pembagian peran yang 

jelas antar K/L, pemerintah daerah, dan pemangku 

kepentingan lainnya, dapat memperkuat koordinasi 

lintas sektor, meningkatkan kualitas data dan 

pelaporan.  Peran pemangku kepentingan dalam hal 

ini dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Pelaksana dan Pemantau Aksi 

Pembangunan Berketahanan Iklim 

2. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Aksi 

Pembangunan Berketahanan Iklim. 

Pengendalian aksi Pembangunan Berketahanan Iklim 

harus dilakukan melalui pembagian peran yang 

terstruktur antara pelaksana dan pemantau dengan 

fokus pada pengumpulan data, pemantauan kinerja, 

dan evaluasi hasil secara transparan. Hal ini penting 

untuk memastikan bahwa setiap aksi Pembangunan 

Berketahanan Iklim berkontribusi nyata terhadap 

pencapaian target pembangunan dan pengurangan 

risiko ekonomi akibat perubahan iklim seperti yang 

dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2 . Kerangka Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 
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Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Aksi Pembangunan 
Berketahanan  Iklim pada Tingkat Nasional  

Evaluasi RPJMN dilakukan untuk menilai kinerja 

capaian sasaran makro pembangunan yang 

tertuang pada Prioritas Pembangunan dalam 

RPJMN. Selain itu, evaluasi pada saat pelaksanaan 

RPJMN juga bertujuan untuk menganalisis 

permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan 

kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung 

pencapaian Prioritas Pembangunan, sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Tata Cara Pemantauan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan. 

Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan selama 

periode berjalan dan hasilnya dimanfaatkan 

sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP 

setiap tahun. Pada tahun ketiga dilakukan Evaluasi 

Paruh Waktu yang digunakan sebagai dasar 

perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta 

sebagai bahan revisi RPJMN apabila diperlukan. 

Selanjutnya, pada tahun kelima dilakukan Evaluasi 

Akhir RPJMN yang menjadi bahan masukan utama 

dalam penyusunan RPJMN periode berikutnya. 

Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai 

manfaat dan nilai tambah intervensi dalam bentuk 

kebijakan, program, dan kegiatan terhadap 

pelaksanaan Prioritas Pembangunan. Hasil 

evaluasi digunakan sebagai dasar pengendalian 

dan penyempurnaan pelaksanaan program dan 

kegiatan pada tahun keempat dan kelima. Alur 

waktu pelaksanaan evaluasi serta pemanfaatan 

hasilnya dalam dokumen perencanaan 

sebagaimana tergambar pada Gambar 3.  

 
Gambar 3. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Aksi Pembangunan Berketahanan 

Iklim 
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Sejalan dengan kerangka evaluasi tersebut, 

Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan 

salah satu prioritas nasional yang tercermin dalam 

Prioritas Nasional Ke-8, yaitu Memperkuat 

Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan 

Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan 

Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai 

Masyarakat yang Adil dan Makmur. Dalam 

pelaksanaannya, diperlukan mekanisme 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang 

terintegrasi agar arah kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan dapat mendukung 

pencapaian target ketahanan iklim secara efektif, 

efisien, dan akuntabel. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional melalui KRISNA, kementerian/lembaga 

menyusun rencana kerja, rencana strategis 

(renstra), dan dokumen perencanaan lainnya yang 

memuat keluaran dan kegiatan yang berkaitan 

dengan aksi Pembangunan Berketahanan Iklim. 

Keberhasilan penandaan anggaran (budget 

tagging) sangat bergantung pada kualitas data 

input, yaitu penandaan yang akurat pada tahap 

perencanaan serta konsistensi pelaporan realisasi 

pada tahap pelaksanaan. 

Tahapan pemantauan dan evaluasi aksi 

Pembangunan Berketahanan Iklim dilaksanakan 

melalui portal AKSARA yang dikembangkan oleh 

Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Melalui AKSARA dilakukan penghitungan 

aksi Pembangunan Berketahanan Iklim pada 

masing-masing sektor serta integrasi kegiatan aksi 

Pembangunan Berketahanan Iklim sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

Kementerian dan lembaga terkait menyusun 

rencana kerja yang memuat sasaran, indikator, 

serta keluaran kegiatan yang mendukung aksi 

Pembangunan Berketahanan Iklim. Pemantauan 

dilakukan untuk mengamati perkembangan 

pelaksanaan kegiatan aksi Pembangunan 

Berketahanan Iklim, mengidentifikasi potensi 

permasalahan, serta mengantisipasinya melalui 

tindakan korektif secara dini. Selanjutnya dilakukan 

evaluasi terhadap keterkaitan antara keluaran dan 

hasil kegiatan aksi Pembangunan Berketahanan 

Iklim terhadap standar perencanaan yang telah 

ditetapkan. 

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari aksi 

Pembangunan Berketahanan Iklim diintegrasikan 

ke dalam pelaporan di tingkat nasional. Pada tahap 

awal, mekanisme ini masih berfokus pada kegiatan 

yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga 

terkait dan ke depan akan terus dikembangkan 

untuk mengakomodasi kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah serta pemangku 

kepentingan non-pemerintah. Rangkaian proses 

tersebut dirangkum dalam desain mekanisme 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Aksi 

Pembangunan Berketahanan Iklim sebagaimana 

ditampilkan pada Gambar 4.
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Gambar 4. Alur Pelaksanaan Evaluasi RPJMN 

 

 
Gambar 5. Peran Para Pihak dalam Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 
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METODOLOGI PENGUKURAN  
CAPAIAN AKSI 
PEMBANGUNAN 
BERKETAHANAN IKLIM  
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